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ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan
Selebar Kota Bengkulu

Oleh: Gillang Medato Analki
Dosen Pembimbing: Dr. Titi Darmi, M.Si

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial
bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
mengurangi angka kemiskinan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis
implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Diketahui
bahwa dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi berbagai kendala,
seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat serta kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap tujuan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indikator Komunikasi
antara pendamping dan peserta PKH cukup efektif melalui Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2), namun belum merata. (2) Indikator Sumber daya
secara umum program ini telah didukung oleh sumber daya yang memadai. (3)
Indikator Disposisi atau kemauan pelaksana dalam menjalankan program sudah
cukup baik meskipun masih terdapat kendala teknis. (4) Indikator Struktur
Birokrasi berjalan dengan mengacu pada SOP, namun perlu ditingkatkan
koordinasinya antarunit pelaksana. Penelitian ini menyarankan perlunya
peningkatan akurasi data penerima, penguatan sosialisasi, dan evaluasi berkala agar
implementasi PKH semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, Implementasi
Kebijakan.
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Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya
berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga akses terhadap pendidikan,
kesehatan, dan pekerjaan. Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai
program bantuan sosial sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, salah satunya
adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan tunai
bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta memutus rantai
kemiskinan antar generasi. Program ini menyasar keluarga miskin yang telah
terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi kriteria
kepesertaan.

Pelaksanaan PKH telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak
diluncurkan tahun 2007, baik dari segi jumlah penerima manfaat (KPM) maupun
anggaran yang dialokasikan. Di Kota Bengkulu sendiri, jumlah KPM PKH pada
tahun 2023 mencapai 13.998 keluarga dengan anggaran sebesar lebih dari 17 miliar
rupiah. Meskipun begitu, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah
kendala, terutama dalam hal ketepatan sasaran. Masih ditemukan penerima bantuan
yang secara ekonomi tergolong mampu, sementara masyarakat yang lebih
membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Hal ini tentu bertentangan dengan
semangat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin.

Permasalahan lainnya adalah potensi ketergantungan masyarakat terhadap
bantuan dan efektivitas program dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga
miskin. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis
implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selebar,
Kota Bengkulu. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi



kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara berkelanjutan.
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BABI

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan situasi di mana seseorang tidak mampu memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan
kesehatan. Penyebab kemiskinan bisa berupa keterbatasan sumber daya atau
sulitnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Menurut Suryawati
(2005), kemiskinan ialah kondisi di mana seseorang kekurangan hal-hal penting
yang biasanya dimiliki, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air bersih,
yang sangat terkait dengan kualitas hidup. Selain itu, kemiskinan juga bisa berarti
kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengentaskan
masalah kemiskinan dan memberikan kehormatan yang layak sebagai warga
negara(Rosalina, 2018)

Kemiskinan merupakan masalah global yang juga terjadi di Indonesia.
Menurut Munkner dan Walter (2001), kemiskinan memiliki berbagai faktor
penyebab dan dimensi yang berbeda, tergantung pada apakah masyarakat miskin
tinggal di pedesaan atau perkotaan, serta struktur keluarga mereka, baik keluarga
kecil, keluarga inti, atau hidup sendiri. Beberapa pandangan mengenai penyebab
kemiskinan yaitu: pertama, kekurangan sumber daya dan ketentuan perdagangan
yang merugikan, sehingga solusi yang tepat adalah meningkatkan produktivitas,
akses pasar, dan harga adil bagi produk masyarakat miskin. Kedua, kondisi
lingkungan alam yang buruk, yang dapat diatasi dengan pengelolaan sumber daya
alam secara bijaksana. Ketiga, rendahnya pengetahuan serta akses informasi,
pendidikan, dan pelatihan, sehingga pengembangan sumber daya manusia
diperlukan untuk mengatasi kemiskinan(Adawiyah, 2020)

Langkah pemerintah dalam mengatasi kemiskinan untuk meningkatkan
kesejahteraan warganya adalah melalui pemberian bantuan sosial. Berikut adalah
beberapa program bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat
miskin yaitu: Program Raskin (Beras untuk keluarga miskin) Tahun 2000, Program

Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial



Tunai (BST), Bantuan L angsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Program Sembako,
ATENSI untuk lansia dan penyandang disabilitas, Pangan Cadangan Pangan
Pemerintah (CPP) Beras, Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan sosial
(bansos) dapat berupa uang tunai, barang, atau layanan. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, atau memberikan bantuan
dalam situasi darurat(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia,2018)

Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan di
Indonesia pada akhirnya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan
pengurangan beban bagi penduduk miskin. Salah satu dari beberapa program
tersebut adalah melalui program bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat
miskin yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia dilandasi
dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2011 Pasal 8 ayat 1 tentang penanganan fakir miskin.

Program ini diperkenalkan oleh Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh
Dinas Sosial, yang merupakan salah satu instasi pemerintahan yang bergerak di
bidang sosial. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem perlindungan
sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Pada tahun 2007, PKH diluncurkan
awalnya sebagai uji coba ditujuh provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi
Utara, Sumatra Barat, Gorontalo, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sejak
2007 juga KPM PKH meningkat secara bertahap sampai dengan tahun 2020, PKH
telah dilaksanakan di 34 Provinsi yang mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709
Kecamatan(Sompie, 2022)

Tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dengan bantuan sistem DTKS,
Kemensos dapat lebih mudah mengalokasikan berbagai jenis bantuan sosial kepada

kelompok rentan bagi pemerintah dan Kemensos. Namun, proses pengentasan



kemiskinan melalui PKH tidaklah mudah, melainkan membutuhkan kemauan
politik yang baik, baik dari pemerintah (sebagai faktor pendukung) maupun dari
masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Kompleksitas masalah kemiskinan
perlu diatasi secara komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan masyarakat,
dan mempromosikannya secara terkoordinasi.

PKH sendiri telah diatur dalam Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 pasal 32,
yang terdiri atas: perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon
penerima manfaat PKH, penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH, penyaluran
Bantuan Sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan Kemampuan Keluarga,
verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH, Pemutakhiran Data
Keluarga Penerima Manfaat PKH dan Transformasi Kepesertaan PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dan bukan merupakan
kelanjutan program subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah
berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin
mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga
BBM. Program Keluarga Harapan lebih dimaksudkan sebagai sebuah program
bantuan tunai bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin (KM) dengan upaya
membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka
mempertahankan, meningkatkan kualitas serta kesejahteraan sosial penduduk
miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama
ini melalui perubahan perilaku terkait pendidikan dan kesehatan, serta mendukung

tercapainya kesejahteraan sosial(Murah, 2016)

Tabel 1.1 Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di

Indonesia
No | Tahun Jumlah KPM PKH Jumlah Anggaran
1 2016 5.981.528 KPM 10 triliun
2 2017 6.228.810 KPM 11,5 triliun
3 2019 9.841.270 KPM 34,2 triliun
4 2020 10.000.000 KPM 36,9 triliun

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020



Berdasarkan tabel 1.1 jumlah KPM PKH tahun 2016 adalah sebanyak
5.981.528 KPM dengan anggaran sebesar Rp 10 triliun. Pada tahun 2017, KPM
PKH meningkat menjadi 6.228.810 KPM dengan anggaran bantuan sebesar Rp 11.5
triliun. Kemudian anggaran sebesar Rp 19.4 triliun. Pada tahun 2019, terjadi
penurunan KPM PKH menjadi 9.841.270 KPM dengan anggaran sebesar Rp 34.2
triliun. Pada tahun 2020, KPM PKH sebanyak 10.000.000 KPM dengan anggaran
Rp 36.9 triliun. Jumlah KPM PKH dari tahun 2007 sampai 2020 sebanyak
36.991.552 KPM yang tersebar di seluruh Indonesia(Sompie, 2022)

Tabel 1.2 Jumlah KPM PKH dan Dana Anggaran di Kota Bengkulu

No | Tahun | Jumlah KPM PKH Dana Anggaran

1 2023 13.998 17.536.807.300

2 2024 13.950 17.392.807.293

Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu

Berdasarkan tabel 1.2 pada tahun 2023 jumlah KPM PKH berjumlah 13.998
dengan dana anggaran yang keluar berjumlah 17.536.807.300 dan pada tahun
2024 jumlah KPM PKH berjumlah 13.950 dengan dana anggaran yang keluar
berjumlah 17.392.807.293. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2023 ke tahun 2024
KPM PKH mengalami sedikit penurunan, hal itu dapat kita simpulkan bahwa
bantuan PKH ini telah sedikit membantu meningkatkan kemiskinan terutama di
Kota Bengkulu ini.

Imbalan dari yang telah didapatkan oleh KPM maka keluarga miskin (KM)
diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. UPPKH adalah unit
pengelola PKH yang dibentuk baik dipusat maupun di daerah. Di pusat adalah
UPPKH pusat dan di daerah adalah UPPKH Kabupaten/Kota.

Pendamping PKH adalah pekerja sosial yang direkrut oleh UPPKH melalui
proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan RSTM yang
penerima program dan membantu kelancaran pelaksanaan PKH. Penyelenggaraan

PKH bersifat multisektor baik dipusat maupun didaerah yang melibatkan instansi



pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa
serta masyarakat. Sanksi bagi pendamping yang dampingannya tidak memenuhi
kondisionalitas akan diberikan sanksi dapat berupa :

1) Teguran secara lisan maupun tertulis,

2) Penundaan pembayaran honorarium,

3) Penghentian kontrak kerja

Pendampingan yang dilakukan oleh peserta PKH yaitu:
1. Pendampingan komponen kesehatan dan pendidikan, dilakukan dengan
ketentuan berikut :
a. Pendamping PKH berkewajiban mengadakan pertemuan kelompok bulanan
dengan peserta PKH dampingannya.
b. Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan
dan pendidikan sampai dengan tepat sasaran.
2. Pendampingan komponen kesejahteraan sosial untuk lansia dan penyadang
distabilitas berat (PDB), dilakukan dengan ketentuan berikut :
a. Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Lansia
Direktorat Rehabilitas Sosial Lanjut Usia.
b. Pendampingan Penyadang Distabilitas Berat (PDB) dilaksanakan oleh
pendamping Penyandang Distabilitas Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Distabilitas.
c. Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen lansia dan
Penyandang Disabilitas Berat (PDB) sampai kepada sasaran.

Program yang telah berjalan sejak tahun 2007 ini tentunya mengalami
berbagai dinamika dalam pelaksanaannya. Program perlindungan sosial ini, yang
juga dikenal secara internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT),
terbukti cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan, terutama masalah
kemiskinan kronis yang dihadapi oleh beberapa negara. Sasaran utama PKH adalah
keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin, dengan beberapa komponen. Komponen kesehatan

mencakup ibu hamil atau menyusui, serta anak-anak berusia nol hingga enam tahun.



Komponen pendidikan mencakup anak-anak yang bersekolah di SD/MI atau
sederajat, SMP/MTs atau sederajat, SMK/MA atau sederajat, serta anak-anak
berusia enam hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
Sejak tahun 2016, PKH juga menambahkan komponen kesejahteraan sosial, yang
mencakup lansia berusia 60 tahun ke atas, serta penyandang disabilitas berat(A.
Prichatin., 2019)

Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan dalam jangka waktu
yang panjang sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan, yang menjadi prioritas
utama. Berbagai strategi, kebijakan, serta program penanggulangan kemiskinan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, telah diterapkan. Namun, hasilnya
belum sepenuhnya optimal, yang terlihat dari masih banyaknya penduduk miskin
di Kota Bengkulu. Mengatasi kemiskinan bukanlah hal yang mudah, karena
kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Multidimensional
berarti suatu keadaan di mana sebuah negara menghadapi berbagai konflik dan
tantangan, baik besar maupun kecil, dalam bidang politik, sosial, ekonomi, serta
krisis moral.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan tunai
bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi
kriteria kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos RI, 2015:
2). Sasaran PKH adalah keluarga sangat miskin yang terdaftar dalam Basis Data
Terpadu. Peserta PKH diwajibkan untuk terdaftar dan memanfaatkan layanan
kesehatan dan pendidikan terdekat. Dalam bidang kesehatan, kewajiban peserta
meliputi pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil, pemberian gizi, imunisasi, serta
penimbangan berat badan anak balita. Sementara di bidang pendidikan, peserta
harus mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarganya di sekolah
dasar dan menengah. Untuk anggota keluarga penyandang disabilitas,
kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitas mereka (Kemensos RI, 2015:
12).

PKH bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga

generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. PKH juga mendukung



pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development
Goals (SDGs). Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat.
Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah)
maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (Anak Balita dan Ibu hamil). Tujuan PKH
adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar
generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku
yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga menjadi berbasis
Keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip keluarga yaitu 1
orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan,
kesejahteraan, dan masa depan anak. Sehingga keluarga adalah unit yang relevan
untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai
kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam 1 rumah
tangga.

Pada tahun 2014, Provinsi Bengkulu pertama kali menerapkan program
pengentasan kemiskinan berupa Program Keluarga Harapan. Pelaksanaan PKH
sangat berpengaruh dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu
terutama di Kota Bengkulu, dengan PKH juga angka kemiskinan di Provinsi
Bengkulu lebih stabil dari waktu tahun ke tahun. KPM PKH Provinsi Bengkulu
tersebar  di 10  Kabupaten/Kota, 128  Kecamatan, dan 1.513
Kelurahan/Desa(Sompie, 2022)

Jumlah KPM PKH di Provinsi Bengkulu mulai tahun 2016 naik secara
signifikan, pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu
mencapai angka 91.062 KPM. Namun tidak semua masyarakat miskin di Provinsi
Bengkulu belum tentu mendapatkan PKH. Pada tahun 2020 berdasarkan data pada
Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu jumlah masyarakat miskin di Provinsi
Bengkulu yaitu 302.580 jiwa namun yang menerima Program Keluarga Harapan
(PKH) hanya sebanyak 80.950 KPM saja. Anggaran bantuan sosial Program
Keluarga Harapan di Provinsi Bengkulu naik signifikan pada tahun 2019.



Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Bengkulu dan jumlah penduduk
miskin di Kota Bengkulu pada 2 tahun terakhir yang dilampirkan pada tabel
dibawabh ini yaitu:

Tabel 1.3 Data jumlah penduduk Kota Bengkulu dan jumlah penduduk

miskin di Kota Bengkulu (ribu jiwa)

No | Tahun | jumlah penduduk Kota jumlah penduduk miskin di
Bengkulu Kota Bengkulu (ribu jiwa)

1. |[2022 384.800 59,43

2. 2023 394.192 56,10

Sumber: https.//bengkulu.bps.co.id, 2023

Berdasarkan tabel 1.3 data yang telah peneliti temukan yaitu, jumlah
penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2022 dengan total 384.800 penduduk dan
pada tahun 2023 dengan total 394.192 penduduk. Jumlah penduduk miskin di Kota
Bengkulu pada tahun ada 5.943 peserta, dan pada tahun 2023 ada 5.610 peserta.
Dari data tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Bengkulu dan penduduk
miskin di Kota Bengkulu hanya sekitar 15% jumlah penduduk miskin yg ada di
Kota Bengkulu, namun di dalam jumlah penduduk miskin itu pada 2 tahun terakhir
ada peningkatan yaitu menurunnya sedikit jumlah anggota penduduk miskin sejak
dibuatnya program bantuin PKH untuk masyarakat miskin.

Sasaran PKH yaitu keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta
terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen
kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial. Bentuk bantuan sosial yang
diberikan PKH adalah dalam bentuk uang nontunai yang diberikan kepada
seseorang, keluarga, atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai
penerima manfaat PKH melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga
yang dapat dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan.

Berdasarkan observasi awal, menunjukkan masih banyak kendala-kendala
dalam melaksanakan program bantuan PKH terutama di Kota Bengkulu ini.

Ditemukan bahwa sasaran program PKH ini masih banyak yang belum tepat


https://bengkulu.bps.go.id/

sasarannya, dengan indikator seperti masyarakat yang ekonominya cukup dan
masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua (motor) dan kendaraan roda empat
(mobil). Seharusnya mereka yang seperti kriteria tersebut tidak layak untuk
mendapatkan bantuan PKH ini, karena masih banyak masyarakat yang lebih
membutuhkan dan lebih layak mendapatkan daripada mereka. Hal ini bertentangan
dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 8 ayat 1 yang
berbunyi “Bantuan sosial hanya diberikan kepada orang atau keluarga yang
tergolong fakir miskin”.

Selain kendala tersebut, ada hal yang juga diperhatikan pada program ini.
Apakah program bantuan PKH yang diberikan pemerintah tersebut berdambak baik
kepada masyarakat dengan membuat ekonomi mereka semakin membaik dan dapat
membuat usaha sendiri untuk kehidupan kedepannya atau malah membuat
masyarakat menjadi ketergantungan akan bantuan tersebut.

Peneliti memilih Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagai lokasi
penelitian karena wilayah ini merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang cukup
tinggi di Kota Bengkulu. Berdasarkan observasi awal, masih ditemukan berbagai
permasalahan dalam pelaksanaan program PKH di Kecamatan Selebar, seperti
ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap kewajiban sebagai peserta PKH. Selain itu, Kecamatan Selebar memiliki
karakteristik sosial ekonomi yang beragam sehingga menjadi wilayah yang relevan
untuk melihat secara langsung bagaimana implementasi kebijakan PKH dilakukan
dan sejauh mana program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, penelitian di kecamatan ini diharapkan dapat memberikan
gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan bantuan sosial di tingkat lokal serta
memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan aplikatif bagi pelaksanaan
program di lapangan.

Dengan memahami secara menyeluruh kendala yang dihadapi oleh
masyarakat Kota Bengkulu mengenai program bantuan PKH, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis sejauh mana bantuan Program Keluarga Harapan

(PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahterakan masyarakat. Melalui identifikasi
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dan analisis kendala-kendala yang ditemui, diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan rekomendasi guna meningkatkan evaluasi bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahterakan masyarakat. Didasari
oleh permasalanan yang muncul, maka penulis merasa tertarik untuk menjalankan
penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga

Harapan (PKH) Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah
penelitian yang ditulis oleh peneliti, yaitu menganalisis bagaimana implementasi

kebijakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ialah sesuatu yang harus dicapai dalam penelitian
untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan
masalah di atas adalah menganalisis implementasi kebijakan bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat Praktis dan Teoritis,
yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Praktis
Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan
rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Bengkulu, untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) agar
lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
2. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dalam
bidang ilmu administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan
bantuan sosial, serta dapat menjadi dasar atau rujukan bagi penelitian selanjutnya

yang membahas topik serupa.



